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S.IP., MM3 

Mahasiswa1  ,  Pembimbing Utama2   , Pembimbing3 

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 

Universitas Muhammadiyah Mataram 

ABSTRAK 
  Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kendala yang dialami 

pemerintah dalam memberikan informasi mengenai partisipasi masyarakat dalam 

memantau keterbukaan informasi publik dalam lembaga Komisi Pemilihan Umum 

Tahun 2020. Penelitian ini merupakan penelitian Jenis Kualitatif Deskriptif yang 

menggunakan variabel Partisipasi Interaktif dan Partisipasi Self Mobilization. 

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer dan data 

sekunder. Dimana data tersebut berupa hasil wawancara dengan narasumber, 

dokumentasi serta analisis hasil data yang dilakukan oleh pihak Komisi Pemilihan 

Umum Sumbawaa Tahun 2020. 

  Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat 

dalam memantau keterbukaan informasi publik terhadap badan publik pada 

kegiatan Pilkada Sumbawa Tahun 2020 yang dilakukan oleh Lembaga KPU 

mengalami peningkatan. Masyarakat berpartisipasi dengan inisiatif sendiri tanpa 

adanya paksaan dari pihak manapun, hal ini menunjukkan bahwa partisipasi yang 

dilakukan oleh masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah merupakan bentuk 

Partisipasi Self Mobilization. Adapun partisipasi ditunjukkan melalui Hasil dari 

analisis pemerolehan suara Pilkada Sumbawa Tahun 2020 dimenangkan oleh Drs. 

H. Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany, S.Pd.,M.Pd , dimana hasil pemungutan 

suara ini dianalisis oleh lembaga KPU, lembaga lainnya yang terkait, dan juga 

bersama masyarakat yang turut berpartisipasi. Adapun kendala yang dialami 

pemerintah dalam memberikan informasi ialah kendala internal yang artinya 

kendala yang berasal dari pribadi masyarakat seperti faktor teknis maupun faktor 

pekerjaan.  

 

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Informasi Publlik, KPU Sumbawa 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Demokarasi ialah sisem pemerintahan yang ada di Indonesia, yang 

digunakan untuk menentukan atau memutuskan suatu kegiatan atau 

perencanaan bagi kepentingan masyarakat Indonesia. Demokrasi di gunakan 

sebagai sarana bagi masyarakat dalam mengemukakan pendapat nya, serta 

menjadi sarana bagi pemerintah untuk memutuskan keputusan dan hasil 

musyawarah nya bersama masyarakat. Salah satu prinsip dari demokrasi ialah 

kebebasan, dengan adanya kebebasan setiap masyarakat dapat saling berbagi 

kekuasaan, informasi dan lain sebagainya yang bertujuan untuk kesejahteraan 

bersama. Demokrasi sendiri bermakna sebagai landasan  dalam kebebasan 

berpendapat, berkumpul, berserikat maupun landasan sebagai hak memilih dan 

menentukan keputusan. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang 

paling sesuai dengan prinsip serta peraturan yang ada di Indonesia, yang mana 

dengan adanya sistem demokrasi kesetaraan masyarakat Indonesia di depan 

Hukum akan sama. 

Pada era reformasi di Indonesia saat ini, sistem demokrasi sangat 

mengalami peningkatan baik aturan kerja maupun pemberian hak-hak informasi 

publik terhadap masyarakat. Terdapat beberapa hak yang menjadi jaminan 

keterbukaan informasi yaitu hak mengemukakan pendapat, hak mengajukan 

permohonan keberatan, hak memantau serta mengawasi kinerja pemerintahan 
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maupun pejabat publik dalam melaksanakan tugasnya, hak mendapatkan 

informasi serta hak untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan maupun 

proses pembentukan kebijakan publik.  

Pada hakikatnya Komisi Informasi (KI) ialah lembaga yang di bangun 

dengan tujuan untuk menjalankan peraturan pelaksana Undang-Undang serta 

menetapkan petunjuk pelayanan informasi publik secara tepat. Selain itu 

Komisi Informasi di bangun tidak serta merta tanpa alasan. Pemerintah sendiri 

memberikan tugas terhadap komisi informasi sesuai dengan aturan dan juga 

norma-norma yang ada, adapun tugas komisi informasi itu sendiri ialah 

memverifikasi, menganalisis dan memberikan serta memutuskan permohonan 

penyelesaian permasalahan informasi publik melalui metode mediasi   yang di 

ajukan oleh setiap warga negara yang memerlukan proses mediasi atau sedang 

bermasalah dengan pengadilan.  berfungsi sebagai lembaga yang menjalankan 

undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, serta menetapkan petunjuk 

teknis standar pelayanan informasi publik. Komisi informasi bertugas 

menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian sengketa 

informasi publik melalui mediasi dan atau ajudikasi nonlitigasi yang di ajukan 

oleh setiap pemohon informasi publik.  

Undang –Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi 

publik adalah salah satu produk hukum Indonesia yang di keluarkan dalam 

tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 april dan mulai berlaku 2 tahun 

setelah di undangkan. Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya 

memberikan kewajiban kepada setiap badan publik untuk membuka akses bagi 
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setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali 

beberapa informasi tertentu. Undang-undang  nomor 14 tahun 2008 bertujuan 

untuk memastikan  hak yang di peroleh oleh  warga negara dalam rencana 

penyusunan pembuatan suatu kebijakan publik, proses penentuan hasil 

keputusan publik, alasan mengapa ditetapkannya keputusan publik, 

meningkatkan serta memotivasi masyarakat untuk turut serta dalam mengawasi 

dan menentukan pengambilan keputusan kebijakan publik, merealisasikan 

penyelenggaraan negara yang baik, untuk mengetahui alasan kebijakan publik 

yang menyangkut kesejahteraan hidup warga negara, mencerdaskan kehidupan 

bangsa serta mengembangkan ilmu pengetahuan lebih luas dan pengelolaan 

kinerja pelayanan informasi agar menjadi lebih baik dan berkualitas.   

Terdapat beberapa hal mengenai pentingnya keterbukaan informasi 

publik. Keterbukaan informasi publik memiliki peranan penting dalam 

memotivasi masyarakat untuk berperan aktif dalam proses menjalankan serta 

menetapkan kebijakan publik.  “dengan adanyaketerbukaan informasi publik, 

diharapkan masyarakat dapat semakin aktif terlibat dalam proses pembuatan 

kebijakan publik, yang mana dapat diawali dari proses tahapan pembangunan 

rencana, pelaksanaan peninjauan hingga proses pertimbangan hasil dan juga 

catatan kebijakan  ”  ungkap wakil presiden K.H. Ma’ruf Amin pada sambutan 

penganugerahan keterbukaan informasi badan publik tahun 2020. Pada acara 

yang di selenggarakan oleh komisi informasi ini wapres menuturkan, partisipasi 

aktif masyarakat ini tidak hanya melalui mekanisme formal seperti pembahasan 

dalam musyawarah perencanaan pembangunan, tetapi juga melalui mekanisme 
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partisipasi masyarakat. Keterbuakaan informasi publik yang mengundang 

partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan bisa meminimalisir 

gejolak. “ sehingga saat implementasikan, kecil kemungkinan memicuh gejolak 

akibat mispersepsi ataupun penolakan, dan lain sebagainya, “ ujar Ma’ruf. 

Keterbukaan informasi publik juga mampu mendorong tata kelolah 

pemerintahan yang baik. Menurut aturan dan norma yang di anut oleh sistem 

demokrasi Indonesia lembaga badan publik diwajibkan untuk menyediakan, 

memberikan ataupun menyebarluaskan informasi yang sesuai dengan 

kekuasaannya dan wajib memberikan informasi yang berkaitan dengan 

kesejahteraan hidup orang banyak. Tetapi tidak semua fakta maupun kabar 

dapat di bagikan atau dikemukakan di depan khalayak, terdapat beberapa 

informasi yang harus dirahasiakan atau tidak dapat di bagikan sesuai dengan 

peraturannya. Pada dasarnya masyarakat memiliki hak untuk mengetahui, 

melihat, mendengar mengenai informasi publik, menghadiri kegiatan yang 

bersifat umum yang berhubungan dengan penyampaian atau rencana kerja 

dengan tujuan untuk mendapatkan dan menerima informasi publik, 

memperoleh fakta atau dokumen yang memiliki informasi tertentu sesuai 

dengan permintaan. Serta berhak untuk menyebarluaskan atau 

mempublikasikan informasi publik yang informasi nya bersifat terbuka atau 

sesuai dengan peraturan dan norma yang ada. Dengan demikian semakin 

maksimal keterbukaan informasi publik makan akan semakin maksimal 

kontribusi masyarakat dalam berpartisipasi. 
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Dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam 

alinea ke-empat pembukaan Undang-Undang Dasar negara republik Indonesia 

tahun 1945, di perlukan HSN yang bersifat bebas dari politik yang tidak sehat, 

anti korupsi, rekayasa dan tidak mementingkan atau bersikap tidak adil dengan 

kecenderungan lebih mengutamakan keluarga. Selain itu diperlukannya pola 

pikir yang mampu menjalankan pelayanan publik baik barang maupun jasa 

secara profesional, serta mampu menjadi tali sambung antara persatuan dan 

kesatuan bangsa Indonesia. Menurut Fitriadi Agung Prabowo “ partisipasi 

masyarakat itu penting sebagai kontrol  pemerintah agar pemerintah tidak 

terlena. Secara sederhana, masyarakat memiliki peranan penting dalam 

mengontrol jalanan nya pemerintahan. Dengan adanya kontribusi yang 

dilakukan oleh masyarakat terhadap rencana maupun penyelenggaraan 

pemerintahan dalam berbagai aspek yang ada sangat di perlukan media yang 

memadai. Masyarakat dapat berkontribusi atau dapat mengawasi kerja 

pemerintahan melalui berbagai media, baik dengan cara mengamati pada lokasi 

atau lembaga publik, maupun melalui media sosial serta website yang telah 

disediakan oleh masing-masing lembaga publik, masyarakat juga di bebaskan 

untuk memantau kerja pemerintahan tanpa harus menjadi anggota suatu 

lembaga atau kelompok, yang artinya masyarakat dapat memantau secara 

perseorangan. Adanya pantauan dari masyarakat terhadap kinerja lembaga 

pemerintahan dapat membantu dalam menghindari prilaku menyimpang yang 

dilakukan oleh para anggota pemerintahan. Hal itu pula yang menjadi faktor 

pendukung dalam keteraturan pemerintah mengeluarkan kebijakan nya. 
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1.2 Rumusan masalah 

Bagaimana partisipasi masyarakat dalam memantau keterbukaan 

informasi publik dalam lembaga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

SumbawaTahun 2020? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Untuk mengetahui tentang bagaimana partisipasi masyarakat di kabupaten 

Sumbawa dalam memantau keterbukaan informasi publik terhadap  lembaga 

Komisi Pemilihan Umum di tahun 2020. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Beberapa faedah yang dapat disimpulkan dari hasi pengamatan ini terdiri 

dari manfaat Hipotesis, manfaat praktis, dan manfaat secara spekulatif yaitu : 

1. Secara Hipotesis, hasil dari pengamatan ini diharapkan dapat suatu ilmu 

yang berfaedah untuk mengembangkan teori ataupun informasi 

mengenai bagaimana partisipasi masyarakat dalam memantau 

keterbukaan informasi publik terhadap badan publik di daerah masing-

masing, terutama bagi pemerintah kabupaten Sumbawa. 

2. Secara Praktis, penelitian ini bermanfaat untuk membantu penelitian 

dalam menganalisa bagaimana partisipasi masyarakat dalam memantau 

keterbukaan informasi publik terhadap badan publik pada lembaga 

Komisi Pemilihan Umum di kabupaten Sumbawa.  
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3. Secara Spekulatif, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

kajian ilmu pemerintahan khususnya pada lembaga Komisi Pemilihan 

Umum. Hasil dari pengamatan ini juga diharapkan layak digunakan  

sebagai sumber refrensi terhadap penelitian-penelitian selanjutnya dalam 

aspek permasalahan yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam 

keterbukaan informasi publik terhadap badan publik.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu  

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang selaras dengan penelitian 

ini, berikut beberapa penelitian tersebut  :  

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Abdullah Manshur (2012) 

yang berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam proses keterbukaan informasi 

umum serta kebijakan daerah“. Dalam proses penelitian ini mengemukakan 

hasil “Partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan keterbukaan 

informasi umum dan juga kebijakan di daerah semakin mengemuka setelah 

era reformasi “. Reformasi bidang politik dan pemerintahan yang berjalan 

seiring dengan semangat otonomi daerah telah menjaadi harapan baru bagi 

pemerintah dan masyarakat daerah untuk membangun daerahnya sesuai 

dengan kebutuha dan aspirasi masyarakat tujuan dari penilian ini juga untuk 

memungkinkan masyarakat untuk memberikan peran dalam sistem 

pemerintahan serta untuk menilai kinerja pemerintah dalam membuat aturan 

kebijakan. 

Kedua, penelitian yang  dilakukan oleh Nunuk Febriananingsih (2012) 

yang berjudul “ keterbukaan informasi publik dalam pemerintahan terbuka 

menuju tata pemerintahan yang baik. ” hasil dari penelitian ini adalah dengan 

terbentuknya Undang-Undang mengenai Keterbukaan Informasi Publik 

secara tidak langsung menjadi wadah yang memfasilitasi keterbukaan serta 
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kesiapan informasi yang integral, terstruktur, fokus pada objek institusi. 

Berdasarkan hal itu, dengan demikian informasi atau kabar mengenai fakta-

fakta yang diperlukan lebih gampang di dapatkan baik oleh tenaga kerja 

pemerintahan maupun para penduduk, hal itu pula akan membuat waktu, 

tenaga, bahkan biaya akan digunakan secara efektif.   Dalam implementasi 

UU KIP  terdapat beberapa informasi yang menjadi hak setiap masyarakat 

Indonesia, tidak terkecuali informasi yang bersifat mutlak, periodik, maupun 

serentak. Selain dari pada itu penerapan juga pelaksanaan lainnya yang juga 

menjadi faktor penting adanya UU KIP ialah bahwa segala urusan 

perancangan  kegiatan kepemerintahan seperti kebijakan publik, layanan 

publik baik jasa maupun barang, penyusunan anggaran-anggaran dana yang 

aturannya serta keputusan nya harus dilakukan secara demokrasi antara 

pemerintah atau lembaga terkait dengan masyarakat.   

Ketiga, penelitian ini dilakukan oleh Edwin Nurdiansyah (2012) 

Universitas Sriwijaya yang berjudul “ Keterbukaan informasi publik sebagai  

upaya mewujudkan transparansi bagi masyarakat “. Hasil dari  penelitian ini 

ialah setiap warga negara Indonesia berhak memproleh informasi dari 

berbagai sumber seperti yang diamanatkan oleh UUD NRI 1945, melalui UU 

KIP pemerintah telah diwajibkan untuk memberikan informasi yang 

berkaitan dengan kebijakan publik kepada masyarakat. Melalui keterbukaan 

informasi, diharapkan terjadi transparansi informasi kepada warga negara 

mengenai penyelenggaraan negara oleh pemerintah. Dengan adanya 

transparansi informasi akan mewujudkan masyarakat yang secara aktif turut 
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serta dalam pengawasan kebijakan publik, sehingga tidak ada rasa saling 

curiga di antara warga negara dan pemerintah yang akhirnya dapat 

mewujudkan negara yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.  

Keempat, Penelitian ini dilakukan oleh Idi Dimyati (2012) yang 

berjudul “ Permberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Pemahaman dan 

Partisipasi mengenai Transaparansi Informasi Publik di Kabupaten Lebak “. 

Hasil dari penelitian ini memperlihatkan model pemberdayaan masyarakat 

menggunakan pendekatan struktural dan pendekatan kultural. Pendekatan 

struktural dilakukan dengan membentuk pusat informasi warga (PIW) 

diseluruh kecamatan.  

Kelima, Penelitian ini dilakukan oleh Iza Rumesten R.S. (2012) 

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penelitian ini berjudul  “ Model Ideal 

Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan daerah.” Hasil dari 

penelitian ini adalah kendala dalam proses pembentukan peraturan daerah 

berupa kelemahan normatif aturan hukum positif (UU No.10/2004) yang 

hanya memuat satu pasal, (pasal 53) yang mengatur partisipasi masyarakat, 

dan tidak mengatur cara atau metode pelaksanaan berpartisipasi masyarakat 

dalam proses pembentukan peraturan daerah di kabupaten atau kota, sehingga 

metode pelaksanaan hak berpartisipasi masyarakat hanya mengandalkan 

inovasi kepada daerah dan DPRD yang diwujudkan dalam peraturan tata 

tertib DPRD. Berbagai regulasi sektoral selama ini mendorong dibukanya hak 

akses publik untuk berperan serta. Namun, pada umumnya hak untuk 

berperan serta dalam berbagai regulasi itu hanya berhenti pada level  
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formulasi peraturan daerah, tidak teroperasionalisasikan ssampe pada level 

eturan pelaksanaan yang secara nyata dalam di gunakan sebagai landasan 

normatif bagi akses publik. Dalam kondisi tersebut, masyarakat yang secara 

teoritik memiliki hak untuk mengakses informasi publik dalam proses 

penetapan kebijakan, tidak sungguh-sungguh mampu mempergunakan 

haknya untuk memantau, mengkritisi dan mengevaluasi kebijakan publik 

yang ditetapkan oleh pejabat publik.  

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Judul Persamaan Perbedaan 

1 Partisipasi 

Masyarakat dalam 

proses keterbukaan 

informasi umum 

serta kebijakan 

daerah 

Penelitian ini sama-

sama bertujuan untuk 

mengamati bagaimana 

partisipasi masyarakat 

dalam kerterbukaan 

informasi umum.  

 

 

Sama-sama membahas 

tentang peran 

masyarakat dalam 

lembaga pemerintahan 

Tujuan dari penelitian 

terdahulu ini ialah untuk 

memungkinkan 

masyarakat untuk 

memberikan peran dalam 

sistem pemerintahan serta 

untuk menilai kinerja 

pemerintah dalam 

membuat aturan kebijakan. 

Sedangkan penelitian ini 

bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana 

partisipasi masyarakat 



12 
 
 

 

daerah pada kabupaten 

Sumbawa dalam 

memantau keterbukaan 

informasi publik pada 

lembaga komisi pemilihan 

umum 

2 Keterbukaan 

Informasi Publik 

dalam 

pemerintahan 

terbuka menuju 

pemerintahan yang 

baik 

Penelitian terdahulu 

dan penelitian kali ini 

sama-sama 

menggunakan metode 

penelitian kualitatif 

yang dimana 

pembahasan nya sama-

sama mengenai tentang 

bagaimana esensial nya 

keterbukaan informasi 

bagi masyarakat 

Objek penelitian terdahulu 

ialah mengenai bagaimana 

proses pemerintahan agar 

menjadi lebih baik. 

Sedangkan pada penelitian 

ini objek yang diteliti ialah 

bagaimana partisipasi 

penduduk dalam 

memantau keterbukaan 

infromasi publik yang 

dilakukan oleh lembaga 

KPU 

3 Keterbukaan 

Informasi Publik 

sebagai upaya 

mewujudkan 

Persamaan dari kedua 

penelitian ini ialah 

sama-sama menjadikan 

keterbukaan informasi 

publik sebagai sarana 

Pada penelitian terdahulu 

hasil dari penelitian nya ialah 

mengenai bagaimana 

pentingnya keterbukaan 

informasi secara umum, 
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Transparansi bagi 

Masyarakat 

transparansi 

masyarakat dalam 

memenuhi hak dalam 

bermasyarakat 

sedangkan pada penelitian 

kali ini hasil dari 

pembahasannya lebih di 

khusus kan mengenao 

keterbukaan informasi publik 

pada lembaga KPU di 

Kabupaten Sumbawa. 

 

 

4 Pemberdayaan 

Masyarakat dalam 

Meningkatkan 

Pemahaman dan 

Partisipasi 

Mengenai 

Informasi Publik di 

Kabupaten Lebak 

Persamaan nya ialah 

kedua penelitian ini 

membahas bagaiamana 

metode yang dilakukan 

pemerintah dalam 

memberikan informasi 

serta bagaimana peran 

partisipasi masyarakat 

dalam mendukung 

kegiatan pemerintahan. 

Pada penelitian terdahulu 

menggunakan metode 

pendekatan struktural. 

Sedangkan pada penelitian 

kali ini menggunakan 

metode pendekatan 

deskriptif. 
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5 Model Ideal 

Partisipasi 

Masyarakat dalam 

Pembentukan 

Peraturan 

Persamaannya ialah 

sama-sama membahas 

serta meneliti 

bagaimana peranan 

masyarakat dalam 

memantau atau 

melakukan 

pengawasan terhadap 

kinerja pemerintahan. 

Dalam penelitian terdahulu 

objek penelitiannya ialah 

bagaimana partisipasi 

masyarakat dalam 

pembentukkan peraturan. 

Sedangkan pada penelitian 

ini objek yang di teliti ialah 

bagaimana partisipasi 

masyarakat dalam 

memantau keterbukaan 

informasi publik pada 

lemba KPU. 

 

2.2 Partisipasi 

2.2.1 Pengertan Partisipasi 

Menurut Dewi, Fandeli dan Baiquni (2013), partisipasi 

masyarakat merupakan suatu hak yang dimiliki masyarakat untuk 

ikut andil dalam pengambilan keputusan didalam tahapan proses 

pembangunan, mulai dari awal perencanaan, pelaksanaan, 

pengawasan maupun pelestarian lingkungan.  

Investasi penduduk atau daerah dalam suatu gerakkan politik tidak 

dapat dipisahkan dari kepentingan politik daerah setempat. Dimana 

daerah merupakan factor utama dalam menentukkan perintis 
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pemerintahan baik di tingkat pusat hingga tingkat paling 

bawah,khususnya desa. 

  Menurut Syafilie 2002 (dalam Firgi Ries Pratama (2020:13), 

keikutsertaan penduduk ialah kepastian perbuatan maupun 

kontribusi keinginan perseorangan dalam keadaan dan keadaan 

organisasi, yang memotivasi orang tersebut untuk berminat 

mencapai tujuan hierarkis,dan berpartisipasi dalam setiap kewajiban 

bersama. 

   Kepentingan daerah dalam setiap siklus pembuatan strategi 

publik sangat penting sebagai kesan standar pemerintahan 

kerakyatan di Indonesia. Peristiwa ini tentu nya sangat efisien dalam 

penanaman modal daerah yang pada akhirnya disebut sebagai salah 

satu aturan mutlak dilakukan oleh otoritas publik dengan tujuan 

akhir untuk mengakui administrasi yang hebat. 

 Menurut Adisasmita, (2014 : 4) prinisip partisipasi adalah : 

Aturan kepentingan dengan tujuan akhir untuk mengakui 

pemerintahan yang hebat dibawa keluar melalui pengembangan 

kerangka jalan yang sangat sesuai dengan pandangan baru yang 

menciptakan investasi daerah dengan melihat daerah sebagai 

penonton serta salah seseorang yang mempunyai semangat 

menolong dan saling melakukan kerja sama dalam kemajuan. 
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2.2.2 Konsep Partisipasi  

 Menurut Gaventa dan Valderma 2009 (dalam Firgi Ries 

Pratama (2020:14) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat telah 

mengalihkan konsep partisipasi menuju suatu kepedulian dengan 

berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijaksanaan 

dan pengambilan keputusan di berbagai gelanggang kunci yang 

mempengaruhi kehidupan warga masyarakat. Pengembangan konsep 

dan asumsi dasar untuk meluangkan gagasan dan praktik tentang 

partisipasi masyarakat meliputi : 

1. Partisipasi merupakan hak politik yang melekat pada warga 

sebagaimana hak politik lainnya. Hak itu tidak hilang ketika ia 

memberikan mandat pada orang lain untuk duduk dalam lembaga 

pemerintahan. Sedangkan hak politik,sebagai hak asasi,tetap 

melekat pada setiap individu yang bersangkutan.  

2. Partisipasi langsung dalam pengambilan keputusan mengenai 

kebijakan publik di lembaga-lembaga formal dapat untuk 

menutupi kegagalan demnokrasi perwakilan. Demokrasi 

perwakilan masih meyisakkan beberapa kelemahan ditandai 

dengan keraguan sejauh mana orang yang dipilih dapat 

mempresentasikan kehendak masyarakat. 

3. Partisipasi masyarakat secara langsung dalam pengambilan 

keputusan publik dapat mendorong partisipasi lebih bermakna. 

4. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan publik 

terhadap penyelenggaraan dan lembaga pemerintahan. 
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Demokratisasi dan desentralisasi di negara berkembang termasuk 

Indonesia terjadi dalam situasi rendahnya kepercayaan terhadap 

penyelenggaraan dan lembaga pemerintahan. Dengan melibatkan 

warga dalam proses pengambilan keputusan maka diharapkan 

kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat terus ditingkatkan, 

dan meningkatkan warga dipercaya sebagai indikator penting 

bagi menguatnya dukungabn dan keabsahan pemerintah yang 

berkuasa. 

2.2.3 Jenis-jenis Partisipasi 

Menurut Dwiningrum (2011), partisipasi dibagi menjadi 4 jenis, 

yaitu : 

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan. 

Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif 

dengan masyarakat berkaitan dengan gagasan atau ide yang 

menyangkut kepentingan bersama. Wujud partisipasi dalam 

pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut 

menyumbangkan gagasan atau pemikiran,kehadiran dalam 

rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program 

yang ditawarkan. 
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2. Partisipasi dalam pelaksanaan. 

Partisipasi ini meliputi menggerakkan sumber daya dana, 

kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. 

Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam 

rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan 

dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan. 

3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat. 

Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil 

pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan 

kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas dapat dilihat dari 

output,sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari 

persentase keberhasilan program. 

4. Partisipasi dalam evaluasi. 

Partisipasi dalam evaluasi dengan pelaksanaan program yang 

sudah direncanakan sebelumnya. Partisipasi dalam evaluasi ini 

bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah 

direncanakan sebelumnya. 

2.2.4 Fungsi Partisipasi  

Keikutsertaan Masyarakat atau yang biasa di sebut partisipasi 

merupakan hal yang sangat memotivasi kinerja pemerintahan dalam 

menetapkan kebijakan publik. Dengan adanya keikutsertaan ini juga 

artinya penduduk telah menggunakan hak nya dalam pengawasan 

pemerintahan. Terdapat beberapa fungsi yang di jelaskan mengenai 

fungsi partisipasi : 
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1. Keikutsertaan  penduduk dapat membantu berjalan lancarnya 

rencana kerja pemerintahan 

2. Dalam bidang sosial maupun politik turut serta masyarakat 

sangat membantu dan dapat mengupayakan pemerintah bekerja 

lebih baik.  

3. Dapat memantau pemerintahan dalam mengeluarkan serta 

mematuhi kebijakannya. 

2.2.5  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi 

Partisipasi dilakukan tidak serta merta dapat terjadi. 

Terdapat pula beberapa pendompleng yang memengaruhi 

partisipasi, beberapa pendompleng tersebut :  

1. Umur, umur memiliki peran penting dalam mendompleng 

kegiatan maupun keikutsertaan. Pada umum nya, masyarakat 

yang memiliki umur yang cukup matang akan lebih 

berpartisipasi daripada masyarakat yang masih remaja. 

Namun pada zaman kini, tidak sedikit remaja yang turut serta 

berkontribusi untuk mengikuti kegiatan pemerintahan. 

2. Kesadaran, penduduk yang memiliki kesadaran dan 

pemahaman yang cukup kuat merupakan salah satu keharusan 

yang dimiliki untuk mengikuti jalannya pemantauan kinerja 

lembaga publik. Pemahaman disini termasuk mengenai hal 

pendidikan. Pendidikan dianggap sesuatu hal yang wajib 

dimiliki untuk mendompleng peningkatan sumber daya 

manusia yang lebih baik. 
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3. Jenis kelamin, pada zaman dahulu hanya pria yang di wajibkan 

atau lebih diutamakan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan 

yang berada di luar rumah. Namun pada era reformasi saat ini 

hal tersebut tidak berlaku lagi. Pada saat ini tidak ada nya 

kesenjangan antara pria maupun wanita. 

4. Pekerjaan serta pendapatan, tidak dapat di pungkiri pada saat 

ini masyarakat berbondong-bondong untuk mencari pekerjaan 

yang dapat menghasilkan penghasilan yang memuaskan. 

Masyarakat kini lebih mengutamakan untuk memperbaiki 

ekonomi mereka. Hal itu tentu saja sangat berpengaruh pada 

kegiatan partisipasi masyarakat. Sederhananya ialah, 

masyarakat yang memiliki pendapatan yang cukup serta 

pekerjaan yang tetap biasanya lebih berkontribusi terhadap 

kegiatan pemerintahan 

5. Ambisi atau tekad, tidak akan adanya kontribusi apabila tidak 

adanya tekad atau ambisi dari pribadi masyarakat. Pada 

umumnya, masyarakat yang memiliki ambisi untuk menjadi 

anggota pemerintahan, biasanya akan lebih semangat untuk 

berkontribusi. 
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2.2.6 Tipe - Tipe Partisipasi 

Menurut Hobley dalam Aprillia Theresia dan teman-teman 

(2014: 204-206) mengidentifikasi partisipasi masyarakat menjadi 

tujuh tipe berdasarkan karakteristiknya, yaitu sebagai berikut  : 

1. Partisipasi Pasif atau manipulatif. Partisipasi ini  dilakukan 

dengan cara diberi tahu  apa yang sedang atau telah terjadi. 

2. Partisipasi dengan cara memberikan informasi. Masyarakat 

berpartisipasi dengan cara memberi atau menjawab pertanyaan 

kepada pihak berwajib atau pemerintahan.  

3. Partisipasi konsultasi yaitu  masyarakat berpartisipasi dengan 

cara berkonsultasi.  

4. Partisipasi insentif yaitu berpartisipasi dengan cara 

menyediakan sumber daya seperti tenaga kerja.  

5. Partisipasi fungsional ialah berpartisipasi dengan membentuk 

kelompok untuk mencapai tujuan yang berhubungan dengan 

proyek atau kegiatan lainnya. 

6. Partisipasi interaktif ialah berpartisipasi dalam analisis bersama 

yang mengarah pada perencanaan kegiatan dan pembentukan 

lembaga sosial baru atau penguatan kelembagaan yang telah 

ada. 

7. Partisipasi self mobilization ialah berpartisipasi dengan 

mengambil inisiatif secara bebas serta untuk mengembangkan 

kontak dengan lembaga-lembaga pemerintahan lain.  
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2.3 Keterbukaan Informasi Publik 

2.3.1 Pengertian Keterbukaan Informasi Publik 

Keterbukaan informasi publik secara umum adalah informasi 

yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan di terima oleh suatu 

badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan 

negara atau badan publik lainnya. 

2.3.2 Tujuan Keterbukaan Informasi Publik 

Menurut Undang-Undang tujuan dari keterbukaan informasi 

publik adalah : 

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana 

pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan 

proses pengambilan keputusan publik, serta alasan 

pengambilan suatu keputusan publik. 

2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan 

kebijakan publik. 

3. Meningkatkan peran aktif masyarakar dalam pengambilan 

kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik. 

4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang 

transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat 

dipertanggungjawabkan. 

5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi 

hajat hidup orang banyak. 
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6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan 

kehidupan bangsa. 

7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi 

dilimgkungan badan publik untuk menghasilkan layanan 

informasi yang berkualitas. 

2.3.3 Prinsip Keterbukaan Informasi Publik 

Keterbukaan informasi publik memiliki prinsip-prinsip sebagai berkut : 

1. Setiap informasi publik pada dasarnya bersifat terbuka dan dapat di 

akses  

2. Informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas 

3. Setiap informasi harus dapat diperoleh secara cepat dan tepat waktu, 

biaya ringan, dan cara yang mudah 

4. Informasi yang di kecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-

undang kepatutan, dan kepentingan umum yang di dasarkan pada 

pengujian menyangkut konsekuensi yang timbul apabila suatu 

informasi dibuka, dan setalah mempertimbangkan dengan seksama 

bahwa dengan menutup informasi tersebut dapat melindungi 

kepentingan publik yang lebih besar daripada membukanya. 

2.3.4 Manfaat Keterbuakaan Informasi Publik  

Ketrubukaan informasi publik memberikan keuntungan baik bagi 

masyarakat maupun badan publik. Keterbukaan atau transparansi 

memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan peran serta 

mereka dalam penyelenggaraan negara, sedangkan bagi badan publik 
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memberikan peluang untuk meningkatka pengelolaan dan pelayanan 

informasi sebagai good governance.  

  Keterbukaan informasi publik memberikan manfaat 

antara lain :  

1. Adanya jaminan hak bagi setiap orang untuk mengetahui rencana, 

program, alasan pengambilan suatu kebijakan publik termasuk 

yang terkait dengan hajat hidup orang banyak dan juga proses. 

2. Mendorong partispasi masyarakat dalam proses pengambilan 

kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik 

3. Mendorong penyenggaraan negara yang baik, yaitu transparansi, 

efektifitas, efisiensi, dan akuntabel 

4. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan 

bangsa 

5. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi di 

lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi 

yang berkualitas. 
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2.4 Badan Publik  

2.4.1  Pengertian Badan Publik 

Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan 

badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan denga 

penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non 

pemerintah.  

2.4.2 Fungsi Badan Publik  

Terdapat 4 fungsi badan publik sebagai berikut :  

1. Fungsi Regulasi, pengaturan, perizinan, dan penyelenggaraan 

pemerinntahan negara. 

2. Fungsi Alokasi untuk mengelolah dan mendayagunakan sumber 

daya alam \. 

3. Fungsi Distribusi untuk memenuhi pelayanan kebutuhan publik 

dan pemerataan bangunan  

4. Fungsi Stabilitasi untuk kepentingan pertahanan dan keamanan, 

moneter dan fiskal. 
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2.4.3  Ruang Lingkup Badan Publik 

Kriteria untuk menentukan ruang lingkup badan publik dapat 

dilihat pada pasal 1 ayat 3 UU KIP, yaitu : 

1. Badan publik yang fungsi dan tugasnya berkaitan dengan 

penyelenggaraan negara, baik eksekutif, legislatif dan 

yudikatif maupun badan lainnya, yang menerima dana dari 

anggaran pendapatan dan belanja nasional (APBN) maupun 

anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) baik 

sebagian maupun seluruhnya  

2. Badan non penyelenggaran negara atau organisasi non 

pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber 

APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan /atau luar negeri. 
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2.5 Kerangka Pikir Penelitian 

Gambar 2.1 

Kerangka Pikir Penelitiann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Aprillia Theresia (2014) 
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Mobilization Inisiatif bebas  

Kontak dengan Lembaga 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian jenis 

kualitatif merupakan penelitian yang hasilnya akan dipaparkan secara 

deskriptif atau secara sederhana artinya penelitian yang hasilnya dijabarkan 

dengan kata-kata (paragraf). Menurut Lofland dalam Moleong, (2013:157) 

sumber data utama dalam penelitian kualitatif ini ialah kata-kata, dan tindakan, 

selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Jenis penelitian ini 

bisa digunakan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam memantau 

keterbukaan informasi publik terhadap badan publik. Tujuannya ialah untuk 

melihat serta mengawasi bagaimana kinerja kerja pemerintahan dalam 

memberikan hak keterbukaan informasi untuk masyarakat serta untuk 

memantau peran masyarakat dalam dunia pemerintahan. Dalam penelitian ini 

menggunakan pendekatan deskriptif yang dimana variabel dan juga data 

berbentuk paragraf atau kalimat. Pendekatan ini berfungsi untuk memaparkan 

serta menjabarkan permasalahan yang ada.  

Berdasarkan metode dan pendekatan, maka sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini ialah sumber data primer dan sumber data 

sekunder. Dapat diketahui bahwa sumber data primer dan sumber data 

sekunder ialah sebagai berikut : 
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3.3.1 Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara 

langsung dari sumber data yang pertama atau sumber data inti. Sumber 

data primer juga di dapatkan berdasarkan hasil wawancara secara 

langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Data yang di dapatkan tidak 

melalui perantara atau sumber sumber lainnya.  

Tabel 3.1 

Unit Analisis Data Primer 

NO Variabel Indikator Jenis Data Sumber Data 

1 Partisipasi 

Interaktif 

Pelibatan 

masyarakat 

dalam 

perencanaan 

data pemilih 

tetap 

Bagaimana 

pelibatan 

masyarakat dalam 

perencanaan data 

pemilih tetap 

Staf pelaksana 

teknis pemilu 

dan hubungan 

partisipasi 

masyarakat  

2 

 

Partisipasi 

Self 

Mobilization 

Inisiatif bebas 

dan kontak 

dengan 

lembaga KPU 

Bagaimana inisiatif 

masyarakat dalam 

memantau 

keterbukaan 

informasi publik 

terhadap Lembaga 

KPU 

Kepala sub 

bagian teknis 

dan partisipasi 

informasi 

masyarakat 

 Sumber : Hobley dalam Aprillia Theresia (2014: 204-206) 
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3.3.2  Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang di dapatkan atau 

diperoleh dari sumber kedua atau melalui perantara. Sumber ini 

diberikan atau disampaikan secara tidak langsung. Sumber data 

sekunder ini di dapatkan biasanya melalui dokumen-dokumen, hasil 

wawancara atau pun data lainnya yang tidak di dapatkan data 

sumber inti. sumber data sekunder digunakan sebagai penguat data 

inti.  

Tabel 3.2 

Unit Analisis Data Sekunder 

NO Variabel Indikator Jenis Data Sumber Data 

1  Partisipasi 

Interaktif  

Pelibatan 

masyarakat 

dalam 

perencanaan data 

pemilih tetap 

Bagaimana 

pelibatan 

masyarakat 

dalam 

perencanaan 

data pemilih 

tetap 

 

Staf pelaksana 

teknis pemilu dan 

hubungan 

partisipasi 

masyarakat 

2 Partisipasi 

Self 

Mobilization 

Inisiatif bebas 

dan kontak 

dengan lembaga 

KPU 

Bagaimana 

inisiatif 

masyarakat 

dalam 

memantau 

Kepala seksi 

bagian teknis dan 

partisipasi 

informasi 

masyarakat 
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keterbukaan 

informasi 

publik 

terhadap 

Lembaga KPU 

Sumber : Hobley dalam Aprillia Theresia (2014: 204-206) 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Komisi Pemilihan Umum 

(KPU) Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini dilakukan 

selama kurang lebih 1 bulan. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini menggunakan beberapa teknik dalam 

mengumpulkan data. Berikut ini ialah beberapa teknik yang digunakan dalam 

mengumpulkan data : 

1. Wawancara 

Secara sederhana dapat diartikan bahwa wawancara ialah suatu  suatu 

proses kegiatan interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau 

orang yang di wawancarai melalui komunikasi secara langsung. 

Komunikasi secara langsung ini dilakukan dengan betatap muka baik di 

lokasi penelitian ataupun melalui media telepon. Wawancara juga 

merupakan suatu metode untuk memperoleh keterangan yang digunakan 

untuk mencari serta memenuhi hasil penelitian dengan cara tanya jawab 

dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Wawancara 
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bertujuan untuk menanyakan atau menyampaikan beberapa pertanyaan 

atau opini yang menjadi variabel data dalam penelitian. Dengan 

dilakukannya metode wawancara, peneliti diharapkan dapat memperoleh  

data yang cukup banyak yang nantinya akan di jabarkan atau diungkapkan 

dalam hasil penelitian. Selain sebagai referensi data dalam hasil penelitian, 

metode wawancara juga diharapkan menjadi jembatan kerja sama antara 

individu dengan suatu organisasi atau lembaga. Selain itu metode 

wawancara juga dapat membuka pengetahuan lebih luas mengenai aspek 

permasalahan yang di teliti..  

2. Observasi  

Observasi secara sederhana ialah kunjungan atau peneliti secara 

langsung turun ke lapangan atau lokasi penelitian. Metode atau teknik 

observasi ialah metode yang pada umumnya digunakan dalam penelitian 

berjenis kualitatif. Tujuan daro observasi ialah untuk melihat secara 

langsung bagaimana keadaan atau kondisi lokasi penelitian. Selain itu 

dengan dilakukan nya observasi peneliti lebih mudah mendapatkan data 

karena dapat bertukar pikiran dengan sumber-sumber yang nantinya di 

temui di lokasi observasi. Hasil dari observasi ini nantinya akan dijadikan 

sebuah parafrase yang dimana berkaitan atau selaras dengan penelitian 

jenis kualitatif. Observasi juga dapat mengurangi adanya manipulasi data 

yang dapat dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Data yang diperoleh 

dapat digeneralisasikan melalui teknik observasi. Dalam teknik observasi, 

deskripsi digunakan  sebagai penjabaran mengenai pertanyaan-pertanyaan 
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sebab-akibat, proses perencanaan, ataupun hasil dari perencanaan itu, yang 

di jabarkan secara terstruktur. 

3.4 Teknik Analisa Data 

Selain teknik pengumpulan data, terdapat beberapa teknik dalam 

menganalisis hasil dari data yang telah terkumpul. Teknik Analisis data ialah 

sebuah proses yang bertujuan untuk menyederhanakan data kedalam bentuk 

yang lebih mudah dibaca maupun dipahami oleh masyarakat umum. Tidak 

sedikit permasalahan yang terjadi di sebabkan oleh kurang pahamnya 

masyarakat mengenai informasi yang telah diberikan. Hal ini tentu saja akan 

mempengaruhi pemikiran masyarakat atau siapa pun yang membaca hasil data 

tersebut. Analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini ialah teknik 

analisis secara kualitatif dengan menggunakan modelanalisis interaktif. Dapat 

diketahui bahwa aktifitas dalam analisis data di jelaskan sebagai berikut : 

1. Reduksi Data (Pemilihan/Sortir) 

Seperti yang sudah di jelaskan dan di cantumkan pada penjelasan 

sebelumnya, data yang di dapatkan dari hasil wawancara atau pun observasi 

harus di analisis terlebih dahulu untuk mengetahui mana data yang pantas 

di publikasi kan atau mana data yang kurang tepat untuk di publikasikan. 

Dengan begitu perlu dilakukannya reduksi data dalam proses analisis data. 

Reduksi data ialah proses yang digunakan untuk mempertegas, 

memperjelas, menyederhanakan atau memfokuskan kepada inti 

permasalahan sehingga data atau informasi yang di publikasikan lebih muda 

di pahami oleh masyarkat yang menerima informasi. Proses reduksi dalam 
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analisis data juga berfungsi untuk mempermudah peneliti dalam 

menentukan kesimpulan berdasarkan hasil wawancara ataupun observasi. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan sekumpulan data atau informasi yang 

dijabarkan atau dijelaskan dalam bentuk naratif atau kalimat. Data-data 

yang diperoleh dari hasil pengumpulan dan analisis data akan di sajikan 

sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang digunakan. Penyajian data haru 

sesuai dan mengacu pada rumusan masalah serta tujuan penelitian sehingga 

nantinya data yang disajikan dapat menjawab permasalahan-permasalahan 

yang ada.  

3. Penarikan Kesimpulan 

Data yang telah diperoleh dari hasil pengumpulan data selanjutkan 

akan di analisis melalui beberapa tahap proses analisis, hingga pada akhir 

dapat ditarik beberapa kesimpulan yang ada. Kesimpulan tidak serta merta 

dapat disimpulkan, dalam proses penyimpulan data diperlukan nya 

pemahaman yang kuat, ketelitian, hasil-hasil dari berbagai proposisi, sebab-

akibat, serta perlunya verifikasi data kesimpulan sehingga kesimpulan yang 

ada dapat di tanggung jawabkan kebenaran dan kesesuaiannya. 

 

 

  


